
 
 
 

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI 
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN 
NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, 
BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN 
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI 
REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI 
INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA) 

 
Rapat ke : 16 (enam belas) 
Tahun Sidang : 2019-2020 
Masa Persidangan : IV 
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dewan 

Pengawas (Dewas) dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio 
Republik Indonesia (RRI) 

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020 
Pukul : 14.00 WIB   
Sifat Rapat : Terbuka 
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI 
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,                               

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 
Acara  : Pembahasan RKA dan RKP LPP RRI Tahun 2021 
Hadir : 1. ..... orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI  

2. a.   Ketua Dewas LPP RRI, Mistam; 
b. Dirut LPP RRI, Mohammad Rohanudin; 
beserta jajaran; 

 
I. PENDAHULUAN 
 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.22 WIB 
dan dinyatakan tertutup untuk umum. 
 

2. RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP RRI secara tatap muka pada hari 
Selasa, tanggal 23 Juni 2020 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, 
dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. 
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II. KESIMPULAN  
 

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan  Dewas dan Direksi Lembaga Penyiaran 
Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) LPP RRI Tahun Anggaran 2021 
sebesar Rp.1.284.132.593.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar 
Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)  dengan 
rincian:  
 
a. Program  Dukungan Manajemen sebesar Rp.1.010.330.133.000,- (Satu Triliun 

Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).  
b. Program Penyiaran Publik LPP RRI sebesar Rp.273.802.460.000,- (Dua Ratus Tujuh 

Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 
 

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI akan melakukan pendalaman lebih 
lanjut setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN TA 2021 yang disampaikan oleh 
Pemerintah. 

 
2. Komisi I DPR RI mendukung peningkatan  anggaran  LPP RRI sesuai usulan kebutuhan 

tambahan anggaran TA 2021 sebesar Rp.1.075.847.734.316,- (Satu Triliun Tujuh Puluh 
Lima Miliar  Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu 
Tiga Ratus Enam Belas Rupiah). Selanjutnya usulan tambahan anggaran ini akan 
dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas dukungan dan pelayanan  yang telah 

dilakukan oleh  LPP RRI dalam upaya  percepatan penanganan pandemi Covid-19 di 
Indonesia melalui berbagai Program Penyiaran yang lebih variatif. 
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4. Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI  untuk mensosialisasikan berbagai  informasi  
tentang Kebijakan Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) sesuai tupoksinya, sehingga 
masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dengan benar.   

 
 
III. PENUTUP 

 
Rapat ditutup pukul 16.30 WIB. 

 
  Jakarta, 23 Juni 2020 

 
KETUA DEWAN PENGAWAS 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

 
MISTAM 

KETUA RAPAT, 
 
 
 
 
 
 

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI 
A-442 

 
 

DIREKTUR UTAMA 
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 

MOHAMMAD ROHANUDIN 
 

 

 
 


